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SALINAN        P U T U S A N 

Nomor : 42/Pdt.G/2022/PA.Pst

به ۡبم ۡببس لل لرحۡل بمۡبن ٰممۡل بحي لر ل  

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

 Pengadilan  Agama  Pematangsiantar  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang bersidang di Pengadilan

Agama Pematangsiantar, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di

bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara: 

Penggugat,  tempat  tanggal  lahir  di  Pematangsiantar tanggal 31  Desember

1978, Agama  Islam,  Pendidikan  terakhir  SLTA,  Pekerjaan

Karyawan  Swasta,  tempat  kediaman  di  Kota

Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di  Tanjung Sari  tanggal 05 Mei 1977, Agama

Islam,  Pendidikan terakhir  SLTP,  Pekerjaan  Mekanik Mobil,

tempat  kediaman  di Kota  Pematangsiantar,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;   

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan; 

DUDUK PERKARA

 Bahwa  Penggugat  dalam  suratnya  tanggal  07  Februari  2022 telah

mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama  Pematangsiantar tanggal  7  Februari  2022 dalam  register  perkara

gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2022/PA.Pst yang isinya mengemukakan posita dan

petitum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri  Suami sah yang telah

menikah pada tanggal 07 Mei 2017, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
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Nomor  ####  yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar

Sitalasari, Kota Pematangsiantar tertanggal 08 Mei 2017;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

tinggal di rumah  orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar selama 4

tahun lamanya;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun

tidak memiliki seorang anak;

4. Bahwa  dari awal  mula  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat sudah  tidak  baik-baik  saja,  kehidupan  rumah  tangga  antara

Penggugat  dan  Tergugat  semakin tidak  harmonis  dikarenakan  antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcokan dalam

rumah tangga yang penyebabnya antara lain;

4.1 Bahwa Tergugat sering melarang Penggugat menggunakan Hand

Phone  dan  Tergugat  sering  menuduh  dan  cemburu  terhadap

Penggugat,  dimana Penggugat  bekerja  sebagai  sales Speda motor

melalui media social sehingga Penggugat sering menggunakan Hand

Phone;
4.2 Bahwa Penggugat  merasa  Tergugat  bersikap  pelit  kepada

Penggugat,  dimana  Tergugat  sering  melarang  Penggugat

menggunakan  pakaian  yang  digunakan  Penggugat,  sehingga

Penggugat  meminta  agar  Tergugat  membelikan  pakaian  namun

Tergugat  tidak  pernah  mau,  dan  Tergugat  sering  berkomentar  dan

melarang  Penggugat  menggunakan  suatu  apapun  namun  tidak

pernah memberikan solusi;
4.3 Bahwa ketika  terjadi  perselisihan/percekcokan  Tergugat  sering

memaki  dan  merendahkan  Penggugat  bahkan  Tergugat  sering

meninggalkan rumah hingga 1 minggu lamanya, sehingga Penggugat

menyusul untuk menjemput Tergugat pulang kerumah;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin

lama semakin memuncak yang akhirnya pada awal bulan Mei 2021, dimana
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pada saat itu Tergugat merasa keberatan dengan Penggugat dikarenakan

Penggugat memarahi anak-anak bawaan dari Tergugat karena anak-anak

dari Tergugat sering berkelahi dengan anak-anak tetangga dan berbicara

kasar  sehingga  Penggugat  menasehati  anak-anak  Tergugat,  namun

Tergugat  merasa  tersinggung  dan  keberatan  sehingga  Tergugat  pergi

meninggalkan rumah, disebabkan dari permasalahan tersebut Tergugat dan

Penggugat sudah berpisah tempat tinggal 8 bulan lamanya;

6. Bahwa  diakibatkan  permasalahan  tersebut  sejak  Tergugat  pergi  dan

meninggalkan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan

nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini

sudah  8  bulan  lamanya,  bahkan Tergugat  juga  tidak  dapat  memberikan

sesuatu apapun yang dapat  dipergunakan Penggugat sebagai  pengganti

nafkah;

7. Bahwa pihak keluarga pernah mencoba untuk mempersatukan kembali

antara  Penggugat  dan  Tergugat  namun  tidak  berhasil,  dikarenakan

Tergugat  sudah  tidak  mau  bersama  kembali  dan  sudah  memutuskan

berpisah dengan Penggugat;
8. Bahwa  Perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pecah  dan

tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikareanakan

memang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi

sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraiannya oleh Pengadilan

Agama Pematangsiantar;
9. Bahwa Penggugat  sanggup membayar  biaya  yang  timbul  diakibatkan

perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan

mengadili  perkara  ini  yang  selanjutnya  menjatuhkan putusan yang  amarnya

sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);
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3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang

berlaku;

~    Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a qou et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang

sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

di  persidangan  dan  tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau

kuasanya  yang  sah  serta  tidak  ada  mengajukan  eksepsi  secara  tertulis

meskipun  berdasarkan  relaas panggilan  yang  dibacakan  di  persidangan,

Tergugat telah dipanggil  secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim

ternyata  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  tidak  disebabkan  alasan  yang

dibenarkan undang-undang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat

agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun

kembali  dengan Tergugat dalam membina rumah tangga,  akan tetapi  upaya

tersebut tidak berhasil; 

Bahwa,  Majelis  Hakim tidak  dapat  melakukan  mediasi  sebagaimana

dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah

hadir dipersidangan; 

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap

dipertahankan  oleh  Penggugat  dengan  menjelaskan  seperlunya  dalil-dalil

gugatannya yang  semuanya  telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara

ini;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah Nomor  #### diterbitkan  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan Siantar Sitalasari,  Kota Pematangsiantar tertanggal 8

Mei 2017. Alat  bukti  tersebut  bermeterai  cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (bukti P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan

dua orang saksi,  yang masing-masing telah memberikan keterangan secara

terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama: 
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1. Saksi Pertama, Tempat/ Tanggal Lahir, Kandangan, 17 April 1938, Umur

84 tahun,  Agama Islam, Pendidikan SMP,  Pekerjaan  Pensiunan,  bertempat

tinggal di Kota Pematangsiantar,  di bawah  sumpahnya secara Islam, saksi

tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah  ayah kandung Penggugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah

menikah pada bulan Mei tahun 2017;

- Bahwa pada  saat  menikah  Penggugat  berstatus  janda  dengan

dua orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda dengan dua orang

anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah saksi; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa  sejak  satu  tahun  setelah  pernikahan  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  dan  harmonis  sering

terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi lebih dari tiga kali melihat dan mendengar langsung

pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

karena Tergugat mudah tersinggung dan pemarah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak

bulan Juni tahun 2021 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi

kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat

ini tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Kedua, Tempat/Tanggal  Lahir  Dolok Sidempuan, 15 April  1969,

Agama  Islam,  Pendidikan  SD,  Pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,
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bertempat  tinggal  di Kota  Pematangsiantar,  di  bawah  sumpahnya  secara

Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah  tetangga Penggugat; 

- Bahwa  jarak  rumah  saksi  dengan  rumah  Penggugat  sekitar  3

rumah;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah

menikah pada bulan Mei tahun 2017;

- Bahwa  ketika  menikah  Penggugat  berstatus  janda  dengan  2

orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda dengan dua orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah orang tua Penggugat; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa  sejak  tahun  2021  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah tidak  rukun dan harmonis  sering  terjadi  pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  langsung

pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

karena Tergugat  sering  pergi  meninggalkan  rumah dan  juga  masalah

anak  bawaan  Tergugat  dimana  Tergugat  marah  kepada  Penggugat

apabila Penggugat menasehati anak bawaan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak

bulan Juni  tahun 2021 Tergugat  telah  pergi  meninggalkan Penggugat

dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan

keterangan mereka dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;
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Bahwa Penggugat  telah menyampaikan kesimpulan akhir  secara lisan

yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa  tentang  jalannya  pemeriksaan  perkara  ini  di  persidangan

selengkapnya  telah dicatat dalam  berita  acara  sidang,  maka  untuk

mempersingkat  uraian  putusan  ini  cukuplah  Pengadilan  menunjuk  kepada

berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)

huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama  jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2)

R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

para  pihak  berperkara  telah  diperintahkan  untuk  dipanggil  dan  menghadiri

persidangan;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan,

Penggugat  telah  datang  secara  inperson,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah

hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada

mengajukan  eksepsi,  dan  ternyata  pemanggilan  terhadap  Tergugat  telah

dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan

150 R.Bg  telah  cukup  alasan  bagi  Majelis  Hakim  untuk  memeriksa  dan

memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg.

jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha
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secara  optimal  mendamaikan  Penggugat  dengan  memberi  saran  kepada

Penggugat  agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang,  bahwa  terhadap  perkara  a-quo  tidak  dapat  dilakukan

mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena

Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka

dilanjutkan  pemeriksaan  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini

adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus  menerus  dalam  rumah  tangganya  dengan  Tergugat  sebagaimana

selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Penggugat  adalah  pihak  yang

mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283

R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut

diwajibkan  dan  diperintahkan  untuk  membuktikan  setiap  dalil-dalil  dalam

gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah; 

Menimbang,  bahwa bukti  tertulis  yang diajukan Penggugat  yaitu  bukti

surat  P  setelah  diperiksa  dan  dicocokkan  dengan  aslinya,  ternyata  telah

memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan

ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat

materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut

tentang  keabsahan  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat,  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam.  Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara

ini (persona standi  in judicio);

Menimbang,  bahwa  Penggugat  menghadirkan  2  orang  saksi,

sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang,  bahwa  2  orang  saksi  yang  dihadirkan  Penggugat  telah

memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan

tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta

telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang,  bahwa  saksi  pertama  Penggugat  (Saksi  Pertama)

merupakan  ayah kandung Penggugat,  mengetahui  perselisihan yang terjadi

antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri

yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak

satu  tahun  setelah  pernikahan  sudah  tidak  harmonis  disebabkan  Tergugat

gampang  tersinggung  dan  pemarah  bahkan  sejak  bulan  Juni   tahun  2021

Penggugat dengan Tergugat  telah pisah tempat tinggal, Tergugat menyerahkan

Penggugat kepada saksi kemudian dan hingga saat ini tidak pernah bersatu

lagi  dalam  rumah  tangga,  karenanya  dapat  diterima  untuk  mendukung

kebenaran dalil  dan alasan gugatan Penggugat  telah terjadinya perselisihan

yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi Kedua) merupakan

tetangga Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi  antara Penggugat

dan  Tergugat  didasarkan  kepada  penglihatan  saksi  sendiri  yang  melihat

langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2021

sudah tidak harmonis disebabkan  Tergugat sering pergi meninggalkan rumah

dan  juga  masalah  anak  bawaan  Tergugat  dimana  Tergugat  marah  kepada

Penggugat  apabila  Penggugat  menasehati  anak  bawaan  Tergugat bahkan

sejak bulan Juni tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat  telah pisah tempat

tinggal  dan  hingga  saat  ini  tidak  pernah  bersatu  lagi  dalam rumah tangga,

karenanya  dapat  diterima  untuk  mendukung  kebenaran  dalil  dan  alasan

gugatan Penggugat  telah  terjadinya  perselisihan yang terus  menerus dalam

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  orang  saksi  yang  dihadirkan  Penggugat  melihat

langsung  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat   dan  2  orang saksi
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Penggugat tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

sejak  bulan  Juni  tahun  2021  sehingga  2  orang  saksi  yang  dihadirkan

Penggugat telah memenuhi  syarat materil  saksi  sesuai  ketentuan Pasal  308

dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang

dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat

dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil

gugatan  Penggugat,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

keterangan para saksi  Penggugat  tersebut  dapat  diterima sebagai  alat  bukti

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat

serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2

orang saksi),  Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah

dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri  yang

menikah pada bulan Mei tahun 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dengan dua orang

anak sedangkan Tergugat berstatus duda dengan dua orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan

dan pertengkaran yang tidak berkesudahan (continiu);

5. Bahwa  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan

Tergugat  gampang  tersinggung  dan  pemarah  Tergugat  sering  pergi

meninggalkan rumah;

6. Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena

masalah anak bawaan Tergugat dimana Tergugat marah kepada Penggugat

apabila Penggugat menasehati anak bawaan Tergugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan

Juni tahun 2021  Penggugat dengan Tergugat  telah pisah tempat tinggal,

Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan

menyatukan  Penggugat  dan  Tergugat  namun  menemui  kebuntuan  yang
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pada  akhirnya  menyatakan  tidak  sanggup  lagi  menyatukan  kedua  belah

pihak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  harus

dinyatakan telah terbukti  secara sah bahwa antara Penggugat  dan Tergugat

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat

sulit  diharapkan lagi  bagi  keduanya  akan dapat  hidup rukun kembali  dalam

rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

rumah sejak  bulan  Juni  tahun  2021  dan  selama itu  pula  tidak  lagi  bergaul

sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown/broken

home);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama

Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi

rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  seperti  diuraikan di  atas,  dan untuk

mengakhiri  kemelut  yang berkepanjangan serta  guna menghindari  mudharat

yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang

sebagai solusi yang tepat;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  telah  dikonstatir

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat

dan  Tergugat  yang  tidak  mau bersatu  kembali  dalam rumah tangga”  dapat

dikualifikasikan  sebagai  “pertengkaran  yang  terus  menerus”  dan  “tidak  ada

harapan  kedepan  akan  dapat  hidup  rukun  kembali  dalam  rumah  tangga“

sehingga  dapat  disimpulkan  secara  yuridis bahwa peristiwa  hukum tersebut

adalah  sebagaimana  alasan  perceraian  yang  ditentukan  rumusan  Pasal  19

huruf  (f) Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  juncto  Pasal  116

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh

karena  Penggugat  dapat  membuktikan  kebenaran  dalil-dalil  gugatan,  maka

gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;
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Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara

Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil

syar’i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21: 

ممن وي ۡوو مهٰوءا ممن   ۡوأن ۦۦۦۦۦۦۦۦۦۦۦۦۦۦۦمت ككم ول وق ول ككم ۡوخ مس كف وتس ٗجٰووۡوأز ۡوأن مل كنوۡا ولي ۦكك مإ وبي  ۡاا ول وع وج وو ددة ۡوها وو دم ككم ورحٗ ون ةةۡوو دن ۡوم مإ
وذ  ول ٰمفي وك وقو تٰۡويۦمل مۡۡمل

ون كرو دك وف وت وي

Terjemahnya:  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang.  Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah,

Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

ولضرار  لضرر

Terjemahnya: Janganlah  kamu  berbuat  mudarat  (kerusakan)  dan  jangan

pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c.

Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz I,

halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

sebagai berikut:

اخفهما       ضررابارتكاب اعظمهما روعي تعارضمفسدتان اذا

Terjemahnya: Apabila  terjadi  dua mudharat  harus  diambil  mudharat  yang

lebih ringan.

d.

Pendapat  ulama  dalam  Kitab  al-Ahwal  al-Syakhshiyah,  karangan

Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:
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بين            العسرة دوام معه يستطيع ل بما الزوج إضرار الزوجة ادعت إذا

التفريق            القاضي من تطلب ان لها يجوز طبقتهما في هما ومن أمثالها

طلقها           بينهما الصلح عن القاضي وعجز دعواها اثبتت فإذا وبينه بينها

بائنة   طلقة .عليه

Terjemahnya: Apabila  seorang  istri  menggugat  atas  tindakan  aniaya

suaminya,  baik  berupa  ucapan  maupun  tidakan,  yang

menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan

rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut

boleh  untuk  menggugat  kepada  hakim  agar  ia  diceraikan

dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti  dan

hakim  tidak  dapat  untuk  mendamaikan  keduanya,  maka

hakim menceraikan keduanya dengan talak ba’in.

e.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam  Kitab al-Fiqh al-Islami wa

Adillatuhu,  Juz  VII,  halaman  527  sampai  dengan  halaman  528,  yang

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الحياة           وأجاز تصبح ل وحتى للنزاع، اا منع للضرر، أو للشقاق التفريق المالكية

وبلء   اا جحيم ...الزوجية

Terjemahnya Ulama  Malikiyah  memperbolehkan  terjadinya  perceraian

dengan  alasan  syiqaq  (perselisihan  dan  pertengkaran)  dan

bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk

perbuatan  maupun  perkataan),  untuk  mengantisipasi

terjadinya  permusuhan  (antara  pasangan  suami  istri),

sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan

menyusahkan...;

f. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

صلح               ول نصح فيه ينفع ولم الزوجية الحياة تضطرب حين الطلق نظام السلم اختار قد

يحكم              أن معناه الستمرار لن روح غير من صورة الزوجية الربطة تصبح حيث على و

                                    .      . العدالة    روح تأباه هذا و المؤبد بالسجن الزوجين أحد

Terjemahnya: Islam  telah  memilih  lembaga  perceraian  ketika  kehidupan

rumah  tangga  telah  goncang  serta  sudah  dianggap  tidak
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bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan

suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan

berarti  menghukum salah  satu  pihak  dengan  penjara  yang

berkepanjangan.  Hal  itu  berarti  tindakan yang bertentangan

dengan rasa keadilan. 

f. Pandangan ahli  hukum yang tercantum dalam  Kitab Ghayatul  Marom

yang berbunyi 

طلقة           القاضى عليه فطلق زوجها على الزوجة رغبة عدم اشتد إذا

Terjemahnya:  Di saat isteri  telah memuncak kebenciannya kepada suami,

maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  secara  syar’i di  atas,

jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman

(sakinah)  di  antara  pasangan  suami  istri,  hubungan  yang  saling  mencintai

(mawaddah) dan menyayangi (rahmah), saling menjalankan kewajiban masing-

masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang

tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang

berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya

kepada istri, maka secara syar’i, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke

hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;                

Menimbang, bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70

Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun  2006   dan  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009

bahwa  kedua  belah  pihak  tidak  mungkin  lagi  didamaikan  karena  kondisi

rumahtangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pecah  dan  tidak  layak  lagi

dipertahankan,  maka  solusi  yang  harus  ditempuh  adalah  membuka  pintu

perceraian,  oleh  karenanya  sepatutnya  petitum  angka  1  dan  2  tersebut

dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat  terhadap

Penggugat;
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Menimbang, bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap kepersidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan  Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan  talak  satu  Ba'in  Sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp

770.000.00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Jum’at tanggal 18 Februari 2022 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 17 Rahab 1443 Hijriyah, oleh kami  Sri Suryada Br. Sitorus,

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ade Syafitri, S.Sy.  dan M. Rizfan Wahyudi, S.H.

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang  terbuka  untuk  umum pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto
Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

dto dto

Ade Syafitri, S.Sy. M. Rizfan Wahyudi, S.H.
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Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah
Rincian Biaya Perkara:        

1. Biaya PNBP Rp  70.000,00

2. Biaya Proses/ATK Rp  50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp640.000,00

4. Biaya Meterai Rp  10.000,00

           Jumlah                       Rp770.000,00

    (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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